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ABSTRAK

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya penyebaran video porno di
media sosial yang mana video tersebut dengan mudahnya diakses oleh semua
kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Bagaimana upaya aparat dalam
penegakkan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk
mengetahui dasar penegakan hukum. Kedua, untuk mengetahui hambatan dalam
penegakan hukum serta bagaimana upaya penegakan hukum. Metode penelitian
ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian
hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaku penyebaran
mendapatkan foto dan video tanpa busana korban atas persetujuan korban maupun
didapatkan secara diam-diam. Biasanya foto atau video korban disimpan agar
pelaku bisa memeras dan mengancam korban Kepolisian terus melakukan
pencegahan, penindakan dan penangkapan kepada para pelaku penyebaran
pornografi berdasarkan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
Hambatan yang terjadi yaitu minimnya teknologi untuk melacak para pelaku,
sehingga diharapkan para korban harus segera melaporkan kepada pihak yang
berwajib. kesimpulan penegakan hukum tindak pidana pornogfi di media telah
dilakukan tindakan sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci :Pornogrfi, UU NO 44 Th 2008, Penegakan Hukum



BAB |

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern saat ini, perkembangan teknologi dan informasi
bukanlah hal yang baru bagi Negara di dunia tidak terkecuali bagi Negara
Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi tersebut telah berkembang
sedemikian pesatnya sehingga telah mengubah prilaku dan pola hidup masyarakat
secara global. Karena perkembangannya pula dunia menjadi tanpa batas dan
menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan
pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung secara cepat.

Karena canggihnya teknologi sehingga mudahnya mengakses, merekam dan
menyebarkan pornografi atau pornoaksi dimedia sosial. Juga banyaknya situs dan
aplikasi yang bisa menampilkan tindakan tersebut. Hal ini dapat memberikan
pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa dan kepribadian luhur
bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat
Indonesia.  Berkembangluasnya pornografi  ditengah  masyarakat juga
mengakibatkan meningkatnya tindak asusila.

Kata pornografi pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru
muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut

sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas. Kata pornografi menurut asal



katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne yang berarti pelacur dan graphein
yang berarti yang berarti ungkapan.!

Selain itu kata pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit
(gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak
senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik.
Mesum, cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan
sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi
seksualitas.? Jadi penekanan yang ada dalam pengertian ini adalah maksud atau
tujuan dari penggambaran tersebut, yakni hendak membangkitkan nafsu birahi
seks.

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi pasal 1 ayat 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau
bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.’

Di Kota Pekanbaru sendiri telah banyak terjadi kasus tindak pidana
pornografi di media sosial. Pelaku yang merekam dan menyebarkan tindak pidana
pornografi dapat dijerat Pasal 29, 30 dan 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pornografi yang berbunyi :

1. Pasal 29 Setiap orang yang memproduksi, membuat,

! Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam , h. 144.

2 Haryatmoko, Etika Komunikasi (Cet, X; Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), h. 93.

® Neng Djubaedah, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 72.



memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,
mengimpor,  mengekspor, menawarkan, = memperjualbelikan,
menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00
(enam miliar rupiah).

2. Pasal 30 Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6
(enam)  tahun  dan/atau pidana denda  paling  sedikit
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Pasal 34 Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan
dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan
pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kepolisian Resor kota Pekanbaru telah menangkap pelaku tindak
pidana pornografi Panji Adinul Hakim dalam kasus revenge porn, serta

pelaku yang berinisial IC yang merekam tindakan asusila.



Dari kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul;
“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakangan di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di Kepolisian
Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi?

2. Bagaimana Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di
Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 Tentang Pornografi?

3. Bagaimana Upaya Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Di
Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 Tentang Pornografi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berikut tujuan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian ;
a. Untuk mengetahui dasar-dasar penegakan hukum penyebaran
pornografi
b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penegakan hukum terhadap

pornografi.



c. Untuk mendeskripsikan upaya penegakan hukum tentang
prornografi
2. Kegunaan Penelitian :

a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam
pengetahuan penulis sekaligus juga sebagai syarat untuk
menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

b. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah
ilmu pengetahuan serta diharapkan dapat menjadi referensi
peneliti selanjutnya

c. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan
bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat yang ingin
mengetahui mengenai hukum tindak pidana pornografi di

media sosial.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan
konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem
hukum masih harus diwujudkan dalan suatu proses melalui “Instrumental
system” dilengkapi oleh dukungan” alat penegak hukum”.*Makna inti

dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan

4 Bambang Purnomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku,
Yogyakarta, 1988, him. 87.



hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalamkaidah-kaidah yang
mantap dan mengejahwantah dari sikap tindak pidana sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir, dan untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.®

Kaedah-kaedah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan
bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, oleh yang
seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.® Penegakan
hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnyamerupakan penerapan
diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat
diatur dalam kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian
pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada
ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku.
Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-
nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang
simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu
kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa
penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti  pelaksanaan

perundangundangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia

5 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 5.
6 Ibid, him. 6



kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law

enforcement begitu popular.’

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan paling umum untuk istilah
srafbaarfeit dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada
terjemahan resmi istilah strafbaarfeit.® Menurut Moeljatno yang dikutip
oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan
yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa
melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh
masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan
oleh masyarakat.? Perbuatan yang dimaksud disini adalah perbuatan yang
bersifat aktif (melakukan suatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)
dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat suatu yang seharusnya
diharuskan oleh hukum).’®Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua
sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat
para ahli hukum dan sudut pandang undangundang yang menerangkan
bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak

pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

7 Ibid, him. 7.

8 Erdianto Effendi, Hukum Pidana IndonesiaSuatu Pengantar, PT. Refika Aditama,
Bandung, 2011 him.96.

9 Ibid, him.98

10 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, him. 48.



Unsur tindak pidana dari sudut teoritis. Menurut Moeljatno yang dikutip
oleh Adami Chazawi unsur-unsur perbuatan tindak pidana adalah:**

a. Perbuatan Manusia

b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

d. Unsur tindak pidana dari sudut pandang undangundang.

Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau
perbuatan yang dapat dipidana.Sedangkan delik dalam bahasa asing
disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat
dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda
di sebut starfbaarfeeit di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan
sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi
mengenai strafbaarfeit maupun delik yang dikemukan para ahli
diantaranya adalah:

1. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana
memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu
perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancamdengan

hukuman oleh undang-undang (pidana).”*?

11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008,
him. 79

12 Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana,Rineka Cipta, Jakarta, him. 72,
him. 88



2. Moeljatno mengartikan Strafbaarfeit suatu kelakuan manusia
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”®?

3. Jonkers, merumuskan bahwa Strafbaarfeit sebagai peristiwa
pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang
melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungandengan
kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang
dapat dipertanggungjawabkan.**

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut
sebagai terjemahan delik (Strafbaarfeit) tidak mengikat. Untuk istilah
mana Yyang ingin dipergunakanasalkan tidak merubah makna
strafbaarfeit, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantungdari
pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah
peristiwa pidanadalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan
ke V 1962, sedangkan selama kuranglebih dua puluh tahun beliau
menggunakan istilah “tindak pidana”.

3. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Efektifitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya

hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga memahami
budaya hukum yang terdapat di masyarakat akan sangat menentukan
bentuk penegakan hukum yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara umum, masyarakat lebih menghendaki adanya suatu

penegakan hukum yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap

13 Adami Chazawi, Op.Cit. him.72
14 Ibid HIm 7



masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti bentuk
pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi
yang dianggap lebih memiliki manfaat daripada hanya memberikan efek
jera kepada para pelaku dengan syarat, perbuatan yang dilakukan masih
dapat diatasi dengan cara-cara tersebut.

Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh dampak yang
dihasilkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kejahatan
luar biasa dan memiliki sifat yang masif hanya dapat efektif dengan cara
menerapkan hukum-hukum tradisional daripada hanya memberikan
hukuman dalam bentuk pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian
denda dan ganti rugi.*

Kualitas dari dampak hukum vyang diterapkan akan sangat
dibutuhkan oleh masyarakat untuk menciptakan keseimbangan di antara
keamanan sosial dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan dan
pemilihan bentuk-bentuk hukum di antara aspek ekonomi dan hukum
akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penegakan hukum vyang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi
dapat dilakukan secara efektif apabila mempertimbangkan aspek-aspek
ekonomi, karena penegakan hukum tidak hanya menentukan benar atau

salah, tetapi penegakan hukum sangat berhubungan dengan aspek-aspek

>Sofiani, Trianah, and Saif Askari. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Corporal Punishment Di Sekolah.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4.2 (2020): 224-
242.
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pembinaan, hukuman dan rehabilitasi yang masing-masing sangat
berhubungan dengan aspek ekonomi.

Aspek ekonomi dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan
adanya penentuan nilai secara ekonomis terhadap bentuk-bentuk
pembinaan efektif yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan,
penentuan hukuman penjara atau denda yang dapat memberikan
kemanfaatan, hingga menentukan bentuk ganti rugi dan kompensasi bagi
para korban, baik melalui sistem pidana, perdata atau dalam bentuk

lainnya.*®

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis yang membahas
tentang berlakunya hukum positif terhadap penegakan hukum tindak
pidana pornografi di media sosial berdasarkan undang-undang no 44

tahun 2008 tentang pornografi di kepolisian kota pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan

Lembaga Permasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru Kementrian Hukum

Dan HAM wilayah Riau

16 Cahyadi, Indra, and Budi Muliawan. "EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ASPEK-ASPEK EKONOMI DI INDONESIA
(Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikikan Posner).” Jurnal Magister lImu Hukum 4.1
(2023): 6-13.
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3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan
lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya
b. Sampel
Sampel adalah Sebagian dari populasi yang dapat mewakili
keseluruhan objek penelitian.
Tabel 1.1

Populasi Sampel Penelitian Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pornografi Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Kepolisian Resor
Kota Pekanbaru

No Populasi Kerangan Jumlah | Sampel | Presentase
popilasi (%)
1. S. Hutabarat Staf Unit Judisila 1 1 100%
S.HM.H Polresta Pekanbaru
2. Mulyandi Staf Unit Judisila 1 1 100%

S.H.,.M.H Polresta Pekanbaru

3. Pelaku Panji | Pelaku Revenge Porn 3 2 85%
Pelaku ED
Pelaku Wa

Sumber: Data Olahan Penelitian 2024

4, Sumber Data
a. Data Premier

Yaitu data yang diperoleh dari serangkaian wawancara terhadap
responden atau narasumber dan pengamatan langsung di lokasi
penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh

berasal dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
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b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperolen dengan menggunakan Teknik
dokumentasi yang didapat dari berbagai Pustaka tentang laporan
penelitian, baik dengan meiida massa maupun jurnal, situs dalam
internet dan data lain yang berkorelasi dengan tema yang diangkat.
Data Tertier

Yaitu data yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia dan
sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data premier dan data

sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat data premier juga data sekunder, maka dalam pengumpulan

data penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

a.

b.

Observasi atau pengamatan, yaitu penulis mengadakan pengamatan
secara langsung terhadap objek penelitian yang kemudian dicatat
secara sistematis dan logis

Wawancara, yaitu penulis mendapat keterangan secara lisan dari
responden dengan menyiapkan pertanyaan yang berhubungan dengan
pokok masalah.

Studi dokumen, yaitu penulis mempelajari kepustakaan atau literatur-

literatur yang ada
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6. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian ini,
maka data data tersebut penulis menganalisa dengan menggunakan metode
kualitatif, yaitu uraian terhadap hasil penelitian dan data terkumpul dengan
menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, termasuk
pengalaman yang didapatkan penulis dilapangan.

Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu cara
berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat

khusus menjadi suatu pertanyaan yang bersifat umum
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan Penegakam hukum tindak pidana pornografi wilayah hukum
kota Pekanbaru telah belum sesuai dengan Undang-Undang no 44 tahun
2008 tentang pornografi yang mana aparat Polresta Kota Pekanbaru telah
menindak tegas kasus tindak pidana pornografi bagi semua kalangan yang
terlibat tanpa terkecuali.

Kemudian, hambatan yaitu sulithya menemukan kasus dan kurangnya
sarana dan prasarana, pada kasus revenge porn ini seharus nya sarana
teknologi yang mendukung dalam mendeteksi melajak perangkat elektronik
yang digunakan pelaku pindak pidana revenge porn, sarana dan prasarana
selanjutnya masih kurang nya sumberdaya manusia yang memahami
jaringan media elektronik dan media sosial, semakin rendah tingkat
kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan
hukum yang baik. wilayah hukum polresta pekanbaru dalam pemberantasan
kejahatan pornografi yang mana masalah ini tidak hanya menyangkut
masalah hukum saja tetapi menyangkut masalah sosial yang dapst
memberikan efek negatif pafa kehidupan.

Upaya pencegahan dan pengendalian pornografi adalah dengan melakukan

penyuluhan, memasang spanduk dengan penegasan saksi. Tidak sedikit

83



masyarakat yang masih meragukan apakah pornografi dapat berdampak
pada munculnya kejahatan seksual, memang tidak semua orang yang
melihat materi pornografi langsung ingin melakukan kejahatan seksual.
Upaya pemberantasan pornografi dengan cara preventif, preemitif dan
represif ini menunjukan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjujung
tinggi peradaban umat manusia dan memiliki komitmen yang kuat dalam

menjaga keutuhan keamanan indonesia.

B. Saran
Saran yang menurut peneliti perlu di lakukan yaitu:

1. Pemberantasan pornografi harus bekerjasama dengan dinas kominfo daerah
pekanbaru agar dapat memantau masuk nya sumber pornografi pada akun-
akun anak di bawah 21 tahun

2. Patroli dan sosialisasi di lakukan rutin disekolah.

3. Spanduk edukasi tentang pornografi disebar luaskan diwilayah kota

pekanbaru.
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